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abstract

the legal protection that has been provided by the government in
cases of child abuse is by passing various regulations governing
the imposition of sanctions and fines as well as fulfilling the rights
of victims and perpetrators, this is stated in the child protection
law, the sexual violence law, the old and new criminal code. from
these regulations, the protection provided for children as victims
of sexual abuse is providing restitution and compensation for the
losses experienced by the victim, providing psychological guidance
for the victim, providing medical services, and the victim receiving
legal protection, especially when being a witness to the case they
are experiencing. and in its implementation in the case of decision
number 27/pid.sus/2024/pn.dpk based on the author's study using
normative legal research methods based on existing data sources,
that in this case the law used in imposing criminal sanctions and
fines was based on law no. 35 of 2014 concerning amendments to
law no. 23 of 2002 concerning child protection, by fulfilling the
elements in article 76e by committing deception so that obscene
acts can be committed against children, and criminal sanctions
and fines are regulated in article 82, namely imprisonment for a
minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and
a maximum fine of rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) in this
case the perpetrator committed repeated criminal acts which
fulfilled the elements of article 64 paragraph 1 of the criminal
code.

keywords: child protection, obscenity, criminal witnesses and
fines

abstrak

Perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah dalam
kasus pencabulan anak ialah dengan mensahkan berbagai macam
peraturan yang mengatur tentang pemberian sanksi dan denda serta
pemenuhan hak korban dan pelaku, hal ini tercantum didalam UU
Perlindungan Anak, UU Tindak Kekerasan Seksual, KUHP Lama
dan Baru. Dari peraturan tersebut bahwa perlindungan yang
diberikan bagi anak sebagai korban pencabulan adalah
memberikan restirusi dan kompensasi atas kerugian yang sudah
dialami oleh korban, memberikan bimbingan psikologis bagi
korban, memberikan pelayanan medis, dan korban mendapat
perlindungan hukum khususnya ketika menjadi saksi atas kasus
yang dialaminya. Serta dalam implementasinya di kasus putusan
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk berdasarkan kajian penulis
dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan sumber
data yang ada, bahwa dalam kasus tersebut UU yang digunakan
dalam pemberian sanksi pidana dan denda berdasarkan UU No. 35
tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang
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Perlindungan Anak, dengan telah memenuhi unsur dalam pasal
76E dengan melakukan tipuan agar dapat dilakukan perbuatan
cabul kepada anak, dan sanksi pidana dan denda diatur dalam pasal
82 yaitu pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dalam kasus ini pelaku melakukan tindak
pidana secara berulang yang mana telah memenuhi unsur pada
pasal 64 Ayat 1 KUHP.

kata kunci: perlindungan anak, pencabulan, saksi pidana dan
denda

PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang
menggangu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak.
pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat
membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan ke pada seseorang untuk kepuasan pribadi.
Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan
itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak
berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial
yang meresahkan masyarakat (Dinda, Zega, & Siburian, 2020).

Hal tersebut belum teratasi dalam penerapan UU No. 23 tahun 2002, untuk melengkapi
kebutuhan tersebut pemerintah melakukan beberapa perubahan dengan mensahkannya UU
No. 35 tahun 2014, yang substansi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pada tahun 2023,
KEMENPPPA mendata kasus kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 13.156 kasus selama
setahun, sedangkan selama periode januari 2024 hingga 15 mei 2024 sudah 3.508 kasus
kekerasan seksual, tidak hanya kasus pencabulan terdapat berbagai kasus kekerasan seksual
yang dilaporkan (SIMFONI-PPA, n.d.). Seperti kasus yang akan penulis analisis berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk dengan kronologi
diketahui bahwa pelaku bernama Ujang Ahmad (UA), Anak Korban Bernama Denis Safira
(DS), Ibu Korban Hera Damayanti (HD) serta saksi Siti Suarni (SS), Berdasarkan fakta hukum
di persidangan:

1) Awal terjadinya di pertengahan bulan Agustus 2023, yang mana saat itu terdakwa AU
sedang berjualan cireng di SDN 1 Baktijaya, kemudian anak korban DS menghampiri
dan meminta uang kepada terdakwa AU, lalu terdakwa AU mengajak anak korban
DS ke kebon belakang sekolah lalu melakukan pencabulan kepada anak korban AU
dengan mencium bibirnya, memegang kemaluan anak korban DS dari luar
celanannya, dan meminta ke anak korban untuk mengisap alat kelaminnya. kemudian
setelah selesai terdakwa AU memberikan uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

2) kejadian selanjutnya tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB anak korban DS
meminta uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa AU, kemudian
terdakwa AU mengajak ketempat yang sama untuk melakukan pencabulan kembali
dengan mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai terdakwa
AU memberikan uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah).

3) Dan terakhir terjadi pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB.
Anak korban DS menghampiri terdakwa AU untuk meminta uang, kemudian
terdakwa AU mengajak anak korban ke tempat yang sama untuk melakukan
pencabulan dengan mencium bibir korban lalu memegang kemaluan anak korban DS
dari luar celananya, setelah itu terdakwa AU meminta anak korban DS untuk
menghisap kemaluan korban selama kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu setelah
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selesai terdakwa AU melakukan onani hingga mengeluarkan air mani dan
memberikan uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) kepada anak korban DS
sambil berkata “jangan bilang siapa-siapa ya” dan menyuruh anak korban untuk
pulang. Kemudian saat perjalanan pulang anak korban DS bertemu dengan ibu anak
korban DS yang curiga dari mana uang tersebut dan anak korban DS menceritakan
semua yang perbuatan terdakwa AU. Lalu ibu anak korban DS mendatangi terdakwa
AU, yang awalnya terdakwa AU tidak mengakui setelah didesak akhirnya terdakwa
AU mengakui semua perbuatannya.

Dalam kasus ini terjadi perbedaan pemberian hukuman pemidanaan yang diajukan
penuntut umum, dengan hasil yang diputuskan hakim, yang mana penutut umum
berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perk: PDM-004/DEPOK/01/2024 dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan
yang sudah dijalani pelaku sedangkan hasil putusan hakim dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun. karena perbedaan tersebut penulis akan mengkaji tentang
pertanggungjawaban pelaku pencabulan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara sebagai bentuk implementasi penegakan hukum, dari latar belakang
tersebut penulis mengambil rumusan masalah:

1. Perlindungan yang diberikan oleh hukum di Indonesia terhadap anak yang
menjadi korban pencabulan ?

2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pemidanaan tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur terkait Putusan Nomor
27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk dalam perspektif UU Perlindungan Anak ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu metode
penelitian yang menggunakan:
1. sumber data primer: putusan pengadilan dan peraturan perundang - undangan yang
terkait
2. sumber data sekunder: hasil penelitian (skripsi, tesis, jurnal) dan hasil karya ilmiah
terdahulu
3. sumber data tersier: kamus atau ensiklopedia, koran dan internet
sumber - sumber tersebut digunakan sebagai bahan mengkaji yang memfokuskan
mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum dan melakukan pendekatan yang
menganalisa bagaimana UU perlindungan anak yang telah terjadi perubahan, dapat
memberikan dampak yang siginifikan dalam pencegahan serta perlindungan hukum kepada
korban. Dengan pemberian hukuman yang sesuai atau setimpal dengan perbuatan pelaku
sehingga menimbulkan rasa kapok dan mencegah masyarakat lain melakukan pelanggaran
hukum yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan yang diberikan oleh hukum di Indonesia terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan

Seseorang yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun, termasuk janin didalam
kandungan ialah kategori anak berdasarkan UU Perlindungan Anak. Pemerintah telah
mensahkan berbagai macam perundang - undangan sebagai upaya pemberian bantuan
untuk pemenuhan hak agar setiap anak dapat berkembang serta bertumbuh secara baik dari
segala aspek yang ada, salah satunya dengan penerapan perlindungan hukum baik secara
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preventif (yaitu bentuk pencegahan) maupun represif (penanggulangan setelah kejadian).
Dalam kasus pencabulan anak penanggulangan setelah kerjadiannya dibagi menjadi dua,
yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan
diluar hukum pidana) (Afrianto Rifqi & Hamonangan August, 2022). Penerapan hukum
pidana yang mengatur tentang pencabulan anak tercantum di dalam:

1. Didalam UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
UU No. 23 tahun 2002, telah dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan
perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan
seksual lainnya harus diberikan perlindungan khusus karena trauma yang
dialami akan teringat dan membekas yang dapat menyebabkan
terganggunya tumbuh kembang anak baik psikis maupun fisiknya. Hal itu
menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya peran pemerintah tetapi setiap
masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberikan perlindungan
kepada anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69A, upaya perlindungan
yang diberikan pemerintah bagi korban kekerasan seksual (pencabulan) pada
anak yaitu pembelajaran terkait reproduksi, keagama, dan kesusilaan,
pengobatan sampai dengan pemulihan secara psikologis dan sosial selalu
didampingi, dan diberikan perlindungan serta pendampingan saat menjalani
proses hukum. Dalam pemberian perlindungan tidak hanya korban
kekerasan seksual, namun dijelaskan pada pasal 59 ayat 2 huruf a - o,
singkatnya menjelaskan anak yang dalam situasi darurat lainnya juga berhak
diberikan perlindungan khusus dari pemerintah, seperti anak korban
pornografi, anak korban pernyalahgunaan narkoba, anak disabiltas. Dari
contoh kasus yang dijelaskan didalam latar belakang, bahwa pelaku
melanggar pasal 76E dengan melakukan tipuan agar dapat dilakukan
perbuatan cabul kepada anak, serta pemberian hukuman dari pelanggaran
pencabulan terdapat di pasal 82 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E (pencabulan)
dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). Pemberian ganti rugi yang diajukan melalui pengadilan diatur
dalam pasal 71D ayat 1 dan jika pelaku tidak sanggup memberikan restitusi,
pihak pemerintah berhak memberikan kompensasi dari sisa kesanggupan
pelaku.

2. UU TPKS No. 12 tahun 2022 menjelaskan dalam kasus pencabulan yang
merupakan pelecehan secara fisik sesuai dengan pasal 4 undang - undang ini
serta pemberian hukuman dicantumkan dalam pasal 6 yaitu setiap orang
yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan untuk menyesatkan agar
membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah). Dan hak dari koban dijelaskan dalam UU TPKS pasal 65 -
71 yaitu setiap korban, serta keluarga dan saksi memiliki Hak Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan.

3. Kemudian diatur juga dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru yang dapat
digunakan pada tahun 2026. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku
pencabulan terhadap anak terdapat didalam pasal 290 KUHP lama pelaku
pencabulan pada anak diancam dengan sanksi penjara maksimal 7 (tujuh)
tahun, jika mengalami luka berat menjadi hukuman maksimal 12 (duabelas)
tahun dan apabila menyebabkan kematian hukuman maksimalnya menjadi
15 (limabelas) tahun, sedangkan dalam UU No. 1 tahun 2023, sanksi
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pencabulan pada anak tercantum di pasal 415 ayat 2 dengan sanksi penjara
maksimal 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan wuraian diatas, peraturan - peraturan tersebut yang memberikan
perlindungan hukum untuk anak korban pencabulan untuk penetapan sanksi dalam
penerapannya dalam hukum terdapat asas Lex Specialis derogat Lex Genereralis,yang mana
peraturan umum dikesampingkan oleh peraturan khusus, hal tersebutlah yang digunakan
dalam penentuan sanksi dan pemberian sanksi mana yang lebih menimbulkan rasa
takut/kapok pelaku pencabulan kepada anak, maka penerapan sanksi yang diberikan sesuai
dengan UU Perlindungan Anak sebagai Lex Specialis dan peraturan pendamping lainnya
sebagai Lex Generalis.

Implementasi Penegakan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Di Bawah Umur Terkait Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk dalam perspektif UU
Perlindungan Anak.

3 (tiga) hal prinsip yang harus diwujudkan dalam hukum yaitu: keadilan, jaminan
ditegakkannya hukum dan manfaat penerapan hukum itu sendiri. pembahasan implementasi
penegakan hukum pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dari perspektif UU
perlidungan anak. Dalam kasus dari putusan di Pengadilan Negeri Depok Nomor
27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk. dengan paparan kasus dan hasil putusan hakim sebagai berikut:
Dakwaan:

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-
004/DEPOK/01/2024, didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di
bawah umur yang dilakukan secara berlanjut, dengan tuntutan hukuman pidana terhadap
terdakwa UA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini dengan perintah
terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair
6 (enam) bulan kurungan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dalam pemutusan kasus pencabulan bahwa sesuai dakwaan yang
diberikan dalam kasus ini didalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E UU Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang - Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dengan memperhatikan fakta-
fakta hukum yang ada bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Berdasarkan pasal 1 butir 16 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah
subjek perorangan yakni terdakwa AU dan identitas dari subjek terdakwa sesuai dengan di
surat dakwaan serta dibenarkan para saksi jadi dalam perkara ini tidak terjadi error in
persona atau kesalahan mengenai orangnya. Kemudian terdakwa AU dapat menjelaskan
seluruh rangkaian kejadian dalam perkara ini, yang berarti terdakwa sehat jasmani dan
rohani serta tidak terganggu jiwanya, dengan ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

b) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam hal ini hakim menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu
unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula, dalam perkara ini berdasarkan alat
bukti yang ada yaitu keterangan para saksi yang diajukan penuntut umum berdasarkan
keterangan anak korban DS, ibu anak korban DS, saksi SS dan keterangan terdakwa AU serta
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alat bukti surat visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri,
yang pokoknya telah terdapat kesesuaian dan semua keterangan yang diberikan para saksi
telah diakui oleh terdakwa AU. Menimbang hal tersebut hakim berpendapat bahwa unsur
“membujuk” telah terpenuhi yaitu terdakwa AU telah membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada sehubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai salah satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan anak korban DS, ibu anak

korban DS, saksi SS dan pengakuan terdakwa sendiri yang telah diuraikan dalam latar
belakang kronologi kasus yang mana pencabulan tersebut telah dilakukan terdakwa AU
kepada anak korban DS lebih dari satu kali yang karena hal tersebut hakim berkeyakinan
bahwa perbuatan terdakwa AU telah memenuhi unsur melakukan perbuatan berkelanjutan.

Dari semua unsur yang telah terpenuhi maka hakim menyatakan bahwa terdakwa AU

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk
Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara
berlanjut”. Dan dalam perkara ini penasihat hukum terdakwa AU mengajukan permohonan
lisan untuk keringanan hukuman dan terdakwa AU menyesali perbuatannya, terdakwa AU
juga belum pernah dihukum dan terdakwa AU adalah tulang punggung keluarga, hal - hal
tersebut yang menjadi pertimbangan pengurangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan
denda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memutuskan bahwa :

a) Menyatakan terdakwa AU tersebut di atas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan
secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UA oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus
juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa UA
maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

¢) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

e) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos singlet warna pink

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
Dikembalikan kepada anak korban DS melalui ibu korban HD ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah

f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar pidana perkara sebesar

Rp.2000,- (duaribu)

Implementasi Penegakan Hukum
Membahas implementasi penegakan hukum yaitu hukum acara pidana, dalam kasus
ini pencabulan terhadap anak. Menurut M Yahya Harahap sistem peradilan pidana
berdasarkan hukum acara pidana merupakan sistem yang terstruktur yang menjadi landasan
prinsip aparat penegak hukum (pengadilan, jaksa, polisi dan lembaga lainnya yang terkait)
yang kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan untuk menegakkan,
melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan sebuah perkara (Florida, Sapari, & Suriyanto,
2023). Dalam penerapan hukum formil/hukum acara pidana saling berkaitan dengan hukum
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materil/hukum pidana. Dalam pemidanaan menggunakan pelaksanaan Hukum formil/
hukum acara pidana dalam kasus ini, yaitu:
Pelaporan

Rincian laporan pada analisa ini menggunakan rincian laporan yang ada pada kasus
pencabulan tersebut. Dalam kasus ini yang perlu dilaporkan oleh orang lain dan/atau korban
adalah tempat kejadian, kapan tindak kekerasan seksual yaitu pencabulan terjadi, siapa
pelaku (nama pelaku jika dikenal) dalam hal ini nama dari penjual cireng tersebut, nama
korban yang mengalami pencabulan tersebut, saksi yang melihat, atau mendengar, visum et
Repertum, saksi ahli, barang bukti dalam kasus ini singlet, celana Panjang, celana dalam dan
uang yang terakhir diberikan pelaku kepada korban. Dalam kasus ini korban Bernama Denis
Safira berumur 7 (tujuh) tahun yang bersekolah di SDN 1 Baktijaya Depok kelas 1 SD dan
pelaku pencabulan adalah penjual cireng yang ada di sekolahan anak korban bernama Ujang
Ahmad als Abang Bin (Alm) Sumarna.

Kejadian ini baru dilaporkan setelah ibu kandung korban yaitu ibu Hera Damayanti,
karena korban sebelumnya tidak pernah menceritakan hal tersebut karena pelaku
mengatakan agar tidak memberitahu siapapun terkait kejadian tersebut. Pelaporan terjadi
pada bulan Oktober 2023 sedangkan pencabulan tersebut telah dilakukan sejak Agustus 2023.
Dan kasus pencabulan masuk kedalam delik biasa, sehingga siapapun boleh melaporkan
tidak hanya korban, karena belum melewati daluwarsa pelaporan tersebut bisa diterima
sesuai dengan penjelasan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yaitu pelaporan diterima jika jarak
dari kejadian maksimal 12 (dua belas) tahun. Selain peraturan tersebut ketentuan lain dari
daluwarsa juga dijelaskan pada pasal 136 ayat 1 huruf ¢ dan d UU No. 1 tahun 2023 tentang
KUHP baru yang baru berlaku tahun 2026, pelaporan diterima ketika jarak pelaporan dengan
kejadian maksimal 12 (dua belas) tahun untuk hukuman yang sanksi pidananya 3-7 tahun
dan untuk hukuman 7-15 tahun maksimal jarak pelaporan 18 (delapan belas) tahun setelah
kejadian.

Pemerintah sudah berusaha mempermudah akses untuk melaporkan kasus terkait
pelecehan seksual melalui call centre Sahabat Perempuan dan Anak di 129 atau WhatsApp
08111-129-129, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mudah melaporkan apabila
terjadi kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak - anak, dan aparat hukum akan
memberikan untuk memastikan korban dalam kasus ini anak tersebut dipenuhi haknya.
Prosedur setelah dilakukannya pelaporan (1 x 24 jam) akan ada pendampingan dari pihak
aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan, sehingga diharapkan masyarakat tidak
mengalami kesulitan dalam pelaporan kejadian kekerasan seksual.

Penyelidikan

Penyelidikan ialah tindakan penyelidik dalam mencari serta menemukan dugaan
pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa, yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu
peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam kitab
hukum acara pidana pada pasal 1 angka 5. Dalam kasus ini penyeledik telah memenuhi bukti
sah yaitu: keterangan korban, keterangan saksi, pakaian korban, uang yang diberikan pelaku
dan visum et Repertum. Kemudian penyelidik membuat laporan tetulis kepada penyidik.
Dengan demikian kasus ini naik ke penyidikan maka korban dan saksi mendapatkan hak
untuk didampingi dan dilindungi.

Penyidikan

Penyidikan telah mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti serta laporan
yang telah disiapkan penyelidik, selanjutnya menganalisis dan menyusun berdasarkan bukti
yang ada untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kronologi kejadian dan
mengidentifikasi pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Sehingga tidak terjadi
kekeliruan dalam hal menetapkan tersangka, dan kewenangan dalam melakukan
penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan jika diperlukan adalah tugas penyidik. Dalam
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kasus ini sudah menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan yang ada karena
hal itu dapat diyakini Ujang Ahmad pelaku pencabulan tersebut.
Penangkapan dan Penahanan
Setelah penyidikan, penangkapan akan dijalan oleh penyidik sesuai dengan peraturan
hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kebebasan dari pelaku. Kewenangan ini dilakukan
karena tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban
memberikan efek kekhawatiran Masyarakat aka nada korban selanjutnya, sehingga
penangkapan ini harus segera dilakukan karena jika tidak memberikan peluang kepada
tersangka untuk kabur dan menghilangkan barang bukti. Alasan penangkapan pelaku dalam
kasus pencabulan Denis Safira, berdasarkan bukti yang cukup yaitu :
1) Keterangan saksi anak korban (Denis Safira), ibu anak korban (Ibu Hera
Damayanti) dan tetangga korban (Ibu Siti Suarni)
2) Hasil Visum Et Repertum Nomor : 307/VER-PPT-KSA/X/2023/SVM, dari
Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri tanggal 19 Oktober 2023, yang
bertanda tangan oleh dr RUSTANDI PRATAMA sebagai Dokter Pemeriksaan
dan mengetahui Dokter Konsulen dr AGUNG WIDJAJANTO, Sp. F.DFM telah
dilakukannya pemeriksaan terhadap anak korban Denis Safira dengan
Kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu didapatkan alat kelamin selaput dara
masih utuh. pada pemeriksaan psikologi didapatkan tampak perilaku
berbohong sering muncul, korban lebih berani keluar rumah, fokus belajar
tampak menurun dan banyak berfikir, serta kebutuhan makan berkurang.
3) Serta bukti uang yang diberikan pelaku sejumlah Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah),
kemudian baju dalam dan celana Panjang anak korban (Denis Safira).
Dalam kasus ini pelaku melakukan pelanggaran dengan sanksi pidana minimal 5
(lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga karena pelanggaran minimal
sanksi pidananya adalah 5 (lima) tahun bisa dilakukan penangkapan ini didasarkan untuk
kepentingan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP pasal 21 ayat (4).
Perkara dilimpahkan Ke Penuntut Umum
Apabila perkara pencabulan anak sudah diserahkan ke penuntut umum yang
menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, berarti secara tidak langsung telah terjadi
peralihan dari tahap penyidikan menjadi tahap penuntutan, yang diikuti dengan
pemindahan tanggungjawab atas penahanan. Kemudian penyidik membuat berita acara dari
kasus tersebut.
Penuntut Umum
Apabila telah selesai mempelajari berkas perkara dan berpendapat tindak pidana
pencabulan anak tersebut dapat dituntut, selanjutnya dibuatkan surat dakwaan dan
pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Depok dengan melampirkan surat tersebut, berkas
perkara serta meminta Pengadilan Negeri secepatnya memberikan keadilan kepada korban
dan pelaku.
Analisis Putusan Pengadilan
Dalam putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah karena telah memenuhi
unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai mana dijelaskan dalam pertimbangan
hakim. Di putusan ini terdapat perbedaan pemberian sanksi pidana antara penuntut umum
berdasarkan surat dakwaan dengan hakim berdasarkan hasil putusan pengadilan. Hakim
dalam memutuskan suatu perkara banyak hal yaitu:
e Pertimbangan yuridis dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum
(JPU), tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti
(Suratin, Zakiyah, Al Ayyubi, Permatasari, & Rochmah, 2022)
e Pertimbangan fisologis yaitu memastikan putusan ini telah memberikan keadilan
bagi korban maupun pelaku, seperti pertimbangan hal yang meringan kan dalam
kasus ini sebagai dasar pengurangan sanksi pidana pelaku seperti belum pernah
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dihukum, bersikap sopan dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak
mengulanginya Kembali.

e Pertimbangan sosiologis yaitu hakim harus mempertimbangkan akan dampak di
masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang
adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang
terjadi dalam masyarakat.

Karena pertimbangan tersebut yang membuat hakim memberikan sanksi pidana kepada
pelaku kurang dari permohonan yang didakwakan penuntut umum, berdasarkan hasil visum
et repertum korban yang tidak mengalami kekerasan fisik dan tidak adanya kerusakan alat
vital korban. Maka pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam
kasus ini telah memenuhi unsur pidana dan pertimbangan dari segi norma yang ada telah
sesuai dalam pemberian putusan ini sebagai sanksi dan efek jera kepada pelaku, selain itu
putusan ini telah mempertimbangkan hak dan kewajiban dari sisi pelaku dan juga korban.
Agar prinsip keadilan dari putusan ini dapat dirasakan oleh semua pihak, karena
berdasarkan teori gabungan tujuan pemidanaan ialah perbaikan diri bagi pelaku pelanggaran
ringan dan untuk pelanggaran berat yang kemungkinan sulit dirubah agar memberikaan efek
jera terhadap pelaku, keduanya bertujuan agar pelaku ketika balik kepada masyarakat tidak
mengulangi hal serupa.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan, termasuk UU Perlindungan Anak
dan UU Tindak Kekerasan Seksual, untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-
anak yang menjadi korban pencabulan. Upaya ini mencakup perlindungan preventif dan
represif, dengan mengutamakan UU Perlindungan Anak dalam proses hukum. Unsur
pencabulan diatur dalam Pasal 76E, sementara sanksi pidana diatur dalam Pasal 82, yang
menetapkan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga
Rp5.000.000.000.  Implementasi  penegakan  hukum dalam  putusan  Nomor
27/Pid.Sus/2024/PN.Dpk telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, memperhatikan
pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Diharapkan, keputusan ini tidak hanya
memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga efek jera bagi pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat.

Namun, selain perlindungan hukum, pemerintah perlu melakukan upaya lebih lanjut
dengan mengedukasi masyarakat tentang perlunya melindungi anak dari kejahatan seksual.
Ini bisa dilakukan melalui pendidikan agama, pengajaran tentang pencegahan kekerasan
seksual, serta pengawasan di lingkungan anak seperti sekolah dan tempat bermain. Selain itu,
pemerintah diharapkan memberantas film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi,
yang dapat memicu tindakan pencabulan. Dalam hal sanksi, hakim harus memberikan
hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik ringan maupun
berat, untuk menciptakan efek jera dan mendorong tercapainya keadilan serta penegakan
hukum yang efektif.
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